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ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitignifii adala™pegawai tidak tetap (PTT) dalam bekerja
kurang proaktif dan inovatif, bekefja hanya mendasark'a'rf-lsgpada "menunggu perintah atasan”
atau SK, surat tugas danssébagainya Selain itu, SDM yafigsberstatus sebagai PTT kerap
direkrut bukan dari J&angan profesional, melainkan cukup memml{hi syarat administrasi.
Misalnya sehat jéSmani dan rohani, tidak sedang menjalani hukuman, atau mendapat
rekomendasir‘.d‘éri kepolisian "sebagai orang yang berkelakuan baik (SKCK). Sementara
profesional*atau tidaknya:PTT dalam bidang yang sesua 'dengan kebutuhan,sama sekali
diabaikah, yang pada gilirannya kurang diharapkan. Karena itu tak "heran jika“di banyak
instanis pemerintah sebagian PTT terlihat kurang produktif, berdisiplin rendah, sertasberetos
kefja lemah.Penelitian ini bertujuan‘mendeskripsi kanperencanaan kebutuhan pegawai“tidak
tetap (PTT).di Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan analisisjabétan

:~""dan analisis beban kerjaTipe penelitian yang digtinakan oleh penulis dalam.-penelitian ini
adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan gambaran,‘penjelasan yang tepat secara obyektif
1 tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang-diteliti.Hasil penelitian ditemukan-bahwaformasi
| pegawai-PTT pada Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat belum seratus persen.sesuai dengan
! latar belakang pendidikan, masih ada peg@Nai yang, bekerja yang tidak sesuaidengan latar
| pendidikan yang dimiliki. Akan tetapi hal tersebut tidaklah mutlak harus terpenuhi karefa
{pendidikan formal bukanlah indikator satusSaitinya dalam penempatan seorang PTT. Selain
itu, tingkat kesesuaian kompetensi terhadap pekerjaan sudah sesuai dengan syarat-syarat yang
ada pada analisis kebutuhan PTT. Jadi.:'iecala' keseluruhan formasi/penempatan pegawai PTT
pada Dinas Pekerjaan Umum Provinsi'Kalimantan Barat sudah dianggap sesuai.Menyikapi
fégomena yang ada saran yang direkomen : kéhagar penempatan pegawai PTT betul ;betul
sesual dengan latar pendidikan dan kompetensi yang dibutuhkan oleh suatu bidang pekerjaan,
maka pihak Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat perlu melakukan koordinasi dengan Ihstansi
terkait. f
Katakligci :Andlisis, Kebutuhan, Pegaiiai Tidek Tetap.
. o - e ..-'
o ] ABSTRACT F 4
The brpblem in this study is' non-permanent employees (PTT) in ar proactive and
innovative worksless, work only based on "waiting orders from superiors:_.or decree, letter of
assignment and so on=kasaddition, HR status as PTT often recruitee-not from professionals, but
enough to meet the administrative requirements:-Forexample, physically and mentally healthy,
not to be serving, or get a recommendation from the police as people of good character
(SKCK). While professional or absence of PTT in the field that suits your needs completely
ignored, which in turn is less than expected. Because it is ho wonder if in many government
agencies most PTT looks less productive, low discipline, and work ethic is weak. This study
aims to describe the planning needs temporary employees (PTT) in the Department of Public
Works of West Kalimantan Province based on job analysis and workload analysis. This type of
research is used by the authorsin this study is descriptive qualitative, which gives an overview,
explanation is objectively right about the true state of the object under study. The research
found that the formation of PTT employees at the Department of Public Works of West
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Kalimantan Province is not one hundred percent according to educational background, there
are employees who work not in accordance with the educational background they have.
However, it is not absolutely have to be fulfilled for a formal education is not the sole indicator
of the placement of the PTT. In addition, the level of competence of conformity to the workisin
accordance with the terms of that of the PTT needs analysis. So overall formation / PTT
staffing at the Department of Public Works of West Kalimantan Province is considered
appropriate. Responding to the suggestion that the phenomenon exists recommended that
staffing PTT strongly according to educational background and competencies required by a
field of work, then the Department of Public Works of West Kalimantan Province need to

coordinate with related institutions.

Keywords: Analysis, Regquirements, Employee Variable.
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PENDAHULUAN. ‘r-.--"“
Pegawai merupakan salglys%\t‘u aset utama
suatu instansi yang*_mﬁ:a\di perencana dan
pelaku aktif daiSetiap aktivitds organises
Mereka mer':r'{pun yal ‘i pikiran, perasaan,
kemgmari status, latar ~ ‘pelakang

pendrbllkan usa dan jenis kelamin’, yang

dan

heferogen yang" dibava ke daam suatu

ki ne'rj'érdgg disiplin pegawai pun tak jauh dari
tupoksi (tuééé:app&ok, dan fungsi) serta tata
aturan birokrasi yang“sudah baku. Untuk dapat
mel aksanakan pekerjaan,ﬂp')_égq_wai juga sdlalu
berlandaskan hanyé kepada juki 3.dan juknis,
SK, surat jtugas, dan sejenisnya Iz'aruenanya
wajar j'llka di setiap unit dan Iingkungar;‘keifja
pemeri ntah dan perguruan tinggi_negeri banyak

qgamsas .Kualitas dan kuantitas Sumber daya—pegawal yang terkesan kurang produktif.

manusia harus sesuai  dengan kebutuhan
on'ganisasi supaya efektif  dan eflseT
mqnunjang tercapainya tujuan (Hasbuian
201’;,.27).
Penyelenggaraan

eflsem

b

L& ]
pemerintahan yﬂmg”k
danefektif menjadi tuntutan d' efal'- séﬁgat tergantung kepada atasan masmg -

Namun demikian, hal itu bukan berartl
PNS tak memiliki potensi. Saat..ini Justru
banyak pegawal yang potensial namun kurang
pl;Ia,
puan atau potensi yang dimiliki pegawal

patan untuk diberdayakan.Lagi

globall?s yang sarat dengan persaingan dan i" masing di setiap unit kerja.Jika atasan dr setiap

keterbata&lan disegala bidang. Kenyataan
tersebut -‘rqenuntut profesionalisme  sumber
daam pelaksanaan urusan
terjadi saat ini

profesionalisme h'ay,ang diharapkan belum

11
daya aparatur
pemerintahan. Yiang

sepenuhnyaterwujud.

Kultur kerja ala pegawai tampaknya sulit
dielakkan di

pemerintah.Pasalnya, budaya dan sistem

untuk setiap  instans

lingkungan kerja di instansi pemerintah
umumnya lebih berorientasi kepada pelayanan
publik dan bukan kepada produk. Akibatnya,
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unit kerja cerdas mengambil kebljak:’m dalam
rpéka ada
kesempatan pegawai itu bekerja §ésuai potensi

pemberdayaan  bawahannya,

yang |dimilikinya. Jadi, adanya stigma buruk
terhadap kinerja pegawai ,dl .I{é\langan pegawai
tidak _tetap..(PTT )"'bofeh jadi akan hilang
manakala potensi PTT itu diberdayakan sesuai
keahlian yang dimilikinya. Tak hanya sebagai
pelayan masyarakat tapi juga sekaligus dalam
bidang yang membutuhkan keahlian khusus,
misalnya bidang teknik atau riset.
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Semestinya, di

seperti sekarang dunia birokrasi harus mampu

tengah era globaliasai
mereformasikan dirinya
menyeluruh.Bukan hanya menyangkut bidang
manajemen organisasi dan keuangan melainkan
juga peningkatan mutu dan profesionalisme
sumberdaya manusianya.Karena persaingan
global
akuntabilitas,

menuntut  adanya  transparansi,

dan profesionditasHal ini

Secara

sebagian PTT

berdisiplin rendah, serta beretos kerjalemah.

terlihat kurang produktif,

Profesionalisme sebetulnya bukan saja
tuntutan dunia global yang membutuhkan
keahlian, tetapi juga produktivitas.Semakin
produktif dan proaktif SDM semakin efektif
pula birokrasi.Dan semakin efektif birokrasi
pemerintahan semakin baik pula negara. Tapi

tentu negara dengan aparatur yang bersih dan

sekaligus untuk memberikan kepercayaan asmg,_ =D berW| bawa (Artikel Nanang Syaikhu:2008).

yang ingin berinvestasi di Indonga Jlka

birokrasi di negara kita mastf berbeht -belit
dan lebih-lebih t|dak l;paﬁsparan sulit investor
asing itu akan rdatang Itu ! “jelas . sangat
merugi kan.r,‘,

Profesionalisme atau bersikap preofesional
adallaﬁ* masalah yang kerap dipertanyakan di
ILﬁgkungan kerjabirokrasi.Karena rr]asal1ah ini
o
p[odukt|V|tas pegawal Masalah ini
d|sebabkan sekurangnya oleh dua haI

terkait dengan ki nerj'ét

Salah satu penyebab utama terjadinyanya
s
fenomena di ataskarena terjadi ketidaksesuaian

antara. kompetensi B‘egawai dengan pekerjaan

yang diembannya.K eti daksesuaian itu
disebabkan oleh.” komposisi qReapI ian atau
keterampilan ~ pegawai:  yang L , belum

propors'i onal.Demikian pula; pendistri busli'an
pegawai masih belum mengacu pada kebutuhan

Serta—nyata oréaniws dalam arti belum didasarkan
muncuT Pada beban kerja organisasi. Menumpuknya

pegawal di satu unit tanpa pekerjaan yang Jelas

tama, SDM di dunia birokras umumr'ya ‘dan kurangnya pegawai di unit Iam merupakan

kui"ang cukup proaktif dan inovatif dé
bekérja serta bekerja hanya mendasarkan

eﬁ&ataan dari permasalahan tersebut Di ss

I'Jlajhrpembentukan organisasi cenderung udak

B
kepada menunggu perintah atasan” atau SK, bgd'a&arkan kebutuhan nyata, daam/ arti

surat tugas dan sebagainya. Kedua, SDM yang i" organisasi  yang dibentuk terlalu I besar

berstatus;_ sebagai PTT kerap direkrut bukan
dari kaléfl'lgan profesional, melainkan “cukup
memenuhi (siizgrat administrasi. Misalnya sehat
jasmani dan fehani, tidak! sedeng’ menjalani
hukuman, atau ::r'n,gndapat rekomendasi  dari
kepolisian sebagai orang ~yange berkelakuan
baik (SKCK). Sementara profesional ataﬁ
tideknya PTT dalan bidang yang sesuai
dengan kebutuhan sama sekali diabaikan, yang
pada gilirannya kurang diharapkan. Karena itu

tak heran jika di banyak instans pemerintah
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sementara beban kerjanya Kkecil, $sehingga

pencapaian tujuan organisasi tidak gfisien dan
efektif. =~ " I..—‘

Pelaksanaan: andlisis bebah kerja pada

hekekatnya diharapkan agar terpenuhinya
tuntutan _kebutuhan " untuk menciptakan

efektivitas dan efisiens serta profesionalisme
sumber daya manusia aparatur yang memadai
pada setiap instansi serta mampu mel aksanakan
tugas-tugas

umum  pemerintahan  dan

pembangunan secara lancar dengan dilandasi
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semangat pengabdian kepada masyarakat,
bangsa dan negara.

Manajemen kepegawaian dan sumber daya
manusia sangat penting bagi instansi dalam
mengelo la, mengatur, dan memanfaatkan
pegawai sehingga dapat berfungs secara
produktif untuk tercapainya tujuan
instansi.Sumber daya manusia di instansi perlu

dikelola secara profesional agar terwujud

Siagian dalam Faustino Cardoso (2003),

Perencanaan  Sumber Daya Manusia
merupakan fungsi yang pertama-tama harus
dilaksanakan dalam organisasi.Perencanaan
SDM adalah langkah-langkah tertentu yang
diambil oleh mangemen guna menjamin
bahwa bagi organisas tersedia tenaga kerja
yang tepat

kedudukan, jabatan, dan pekerjaan yang tepat

untuk  menduduki  berbagai

keseimbangan antara kebutuhan pegawal - Rada waktu yang tepat. Kesemuanya itu dalam

dengan tuntutan dan kgmmpuan
organisasi.K eseimbangan ter'_QbUt merupakan
kunci utama mstans _aghr dapat berkembang
secara produktn‘ dah wajar.Dengan pengaturan
mangj emen ,ilmber daya manusia secara

profesi onﬁl- diharapkan pegawai bekerja secara

produi(tlf Pengelolaan  pegawai secara
prbfesonal ini harus dimulai sejak perekrutan
Wgawal, penyeleksian,

p_ienempatan pegawai sesual dengan

kemampuan, penataran, dan pengembang

ka.ﬁi ernya(Mangkunegara:2001).

'I'Berdasarkan uraian pada latar beI d

masalah di atas, untuk lebih memfok

]
masalfah penelitian maka dalam penel|t|a|’1"‘ih| l-. kébf]tuhan

fokus % masalahnya adalah
kebutuhdn pegawai tidek tetap (PTT) di Dinas
Pekerjaar{i-,g,lmum Provinsi Kalimantan Barat
berdasarkanﬁ"q_nal isis jabatan dan analisis beban
kerja?.Dan tu}lugn yang ingin idicapai zdalam
penelitian ini .:'a'd,glah untuk menganalisis
perencanaan  kebutuhan Pegawai._tidak K_tetap
(PTT) di Dinas Pekerjaan Umum Provins
Kaimantan Barat berdasarkan analisis jabatan

dan analisis beban kerja

KAJIAN TEORI
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rangka mencapal tujuan dan berbagai sasaran
yang telah dgn akan dltetapkan

Handoko (2010: 53} mengemukakan bahwa
Perencanaan Sumberdaya Manusa merupakan
serangkaian Kkegiatan: yang d|Iékukan untuk
mengantisipasi - permintaan-permi ntaan,“ bisnis
dan Iin'g';kungan pada organisasi di Waktlljl yang
akan: datang untuk memenuhi kebutuhan—

pengklasflkas an—kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan ole?

kond|5| kOﬂdISI tersebut.
|, Andrew E. Sikula dalam_ M. Yani
(2012 39) mengemukakan bahwa Perencanaan

der daya manusia atau perencanaan tenaga

an P ;iketI didefinisikan sebagai proses menentu‘kan

tenaga  kerja  dan berartl

perencanaan i" mempertemukan  kebutuhan tersebut agar

pelaksanaannya_ berinteraksi denganl.-rmcana
organisasi: : i/

M angkupraW| ra, (2001 71) men’gemukakan
bahwa ‘perencanean SDM mqupakan proses

pengambilan keputusan den_géh memperhatikan

kemahiran._dan péManfaatan SDM. Ha ini

sebagai bagian dari proses penentuan
keputusan  strategis. Perencanaan SDM
berfokus pada analisis tujuan
perusahaan.Sementara perencanaan

membutuhkan sumber daya untuk memenuhi

tujuan tersebut. Tujuan perusahaan/instansi dan

4
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kebutuhan sumber daya di analisis dalam
kaitannya dengan peran SDM dalam mencapai
sasaran perusahaan/instansi.

Selanjutnya Rivai dan Sagala, (2009:13)
bahwa

merupakan langkah awal dalam menyiapkan

menyatakan perencanaan  SDM
SDM yang berkompeten sesuai bidangnya
sehingga efisensi dan efektifitas kerja dapat

terwujud dan tujuan perusahaan dapat tercapai.

Salah satu definisi klasik tentang perencanaan_ - kuahtanf

yaitu perencanaan pada dasarnya maf'l:ipakan
pengambilan keputusan sekg;ang tentang hal-
hal yang akan dllaks_zan&an di masa depan.
Perencanaan SDM¥dengan demikian memiliki
fokus perh?t}éﬁjpada langkah-langkah tertentu

untuk itu. Menurut Batinggi dkk (1998:21)

analisis jabatan adalah: “Teknik menghimpun,

mengolah dan menyajikan informasi pekerjaan

-pekerjaan secara sistematis, tepat dan jelas

untuk keperluan penyusunan kegiatan-kegiatan

dalam pengelolaan tenaga kerja.”

METODE

Tipe penelitian yang digunakan oleh
penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif
yaitu memberikan  gambaran,
penj efasan_.xhang tepat secara obyektif tentang
keadaan sebendmya dari obyek yang diteliti.
Dasar pe_nelitiannya‘gdaia_r‘l wawancara kepada
narasumber/informan ymgi:"be[ié pertanyaan-

pertanyaan mengenai” hal yangn1be_rhubungan

yang diabil oleh-manajemen gunamenjamin  dengan rumusan masalah penelitian. %,
tersgeﬁanya SDM yang tepat untuk menduduki

InfE)rman adalah orang'yang berada"pgda
berbagai kedudukan, jabaten darl., pekérjaan

lingkup penelitian artinya "‘orang yang dapét
)gang tepat_pada waktu yang tepat pula Hal===membertkan informasi tentang_situas da?
tqrsebut dilakukan dalam rangka pencapaial —Kondisi latar penelitian. Pendlitian” mengend

tu1uan dan_ berbagai sasaran yang telah da‘i kebutuhan pegawai tidek tetap _padla Dings
ditetapkan.

| Wheaton & Whetzel dalam M. 'ﬁan
(201!2 26), mendefiniskan bahwa Anal ssup aman yang berkaitan langsung dengan
pekerj;aan adalah studi sistematis meng'é'ha “- s penelitian guna memperoleh dath dan

tugas, =kewaJIban dan tanggung jawab dari i"" informasi_yang lebih akurat. Oleh sebab itu,
Suatu

ekerjaan Umum Provinsi Kallmantan Ba!at

lukan informan yang mempunya|

‘;.Ipekerjaan, serta  pengetahuan, informan yang dimaksud adalah sebagai

berikut: : 3
" ; . ) | ,

untuk mengefjakan pekerjaan tersebut. Analisis 1. Sekretaris Dlnas Pekerjaan Uryum (PU)

pekerjaan adél:@h titik awal ‘untuk “hampir

kemamplfaq, dan keshlian yang dibutuhkan

: “\Provinsi Kalimantan Barat.
semua fungsi persgpalia dan andlisis ini sangat 2, Kasubbag Umum dan Aaratur Dinas PU

penting untuk mengembarigkan-cara.penilaian Provinsi-Kaliffiantan Barat

personalia 3. Kabid Perumahan dan Tata Ruang Dinas
Gary Desser dalam Akhmad Subekhi PU Provinsi Kalimantan Barat
(2012:98), andisis jabatan (job analysis) 4. Tiga(3) orang Kepala UPJ.

adalah prosedur untuk menetapkan tugas dan 5. 4 orang pegawai tidak tetap yang ditentukan

tuntutan keterampilan dari suatu jabatan dan secara acak (Random)

orang macam apa yang akan dipekerjakan
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Pemeriksaan terhadap keabsahan data
merupakan salah satu yang sangat penting
didalam penelitian kualitatif, untuk mengetahui
dergjat kepercayaan dari hasil penelitian yang
dilakukan.Apabila mel aksanakan
pemeriksaan terhadap keabsahan data secara
tepat dapat

peneliti

cermat  dengan teknik yang
diperoleh hasil penelitian yang benar-benar
dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai
segi.Untuk mendapatkan validitas data dalam
penelitian  ini,

peneliti menggljnakan

teknikTriangulasi sebagai tekni‘k pemenk&aan
data :-"'I‘-
"4
.
P~ o ;

HASIL DAIIN"ﬁEMBAHASAN
1. Anfllfs‘is Jabatan

/Berkenaan dengan ringkasan pekerjaan/

ur';':\ian pekerjaan setiap unit pada Dinas PU

=== Kalimantan Barat saling terkait,

sebelumnya telah ditetapkan tugas masing-
masing PTT, mereka sudah lama disini,
mereka besar di PU sehingga sudah tahu apa
yang dilakukan dan apa  aturan
mainnya.”(Wawancara 17 Januari 2014).

Berkenaan dengan hubungan kerja dengan

jabatan lain, maka lebih jelasnya dapat dilihat

dari hasil wawancara penulis dengan Sekretaris
Dinas PU Provinsi Kalimantan Barat :

“Hubungan kerja pegawai PTT disetiap
bidang dan unitpada Dinas PU Provins
_ misalnya
ada'relling atau ada PTT yang dipromosikan
menjadi PNS maka harus ada komunikasi
antara  bidaNgs,  pendayahgunaan  dan
pengembangan karif*dengan bidang data dan
informasi.” (Wawancara %6 Januari 2014)

Setiap . pekerjaanPTT aalam Dinas PU

Provinsi Kalimantan ‘Barat &allng berhubungan
satu &_3ma lain, setiap bidang rﬁe_m|I|k|
hubungan "kerja terutama dalampelakmﬁaan

tugas—tugas organisasi.Mendukung pernyataan

Rrovins Kalimantan Barat, hasi| waaricarer= Sekretarls Dinas PU Proving Kallmantap

dengan Sekretarls
Kalimantan Barat : i
i
“Ringkasan pekerjaan/uraian pekerj
pégawai tidek tetap (PTT).Karena dari ‘g
sudah diberi pemahaman mengenai tu ksi |
maslng masing PTT. Mereka yang b ﬂ'@as
dilapangan dibekali buku panduan speﬂflkas

tekl’lIS untuk masing-masing
(Wawgncara 16 Januari 2014)

Berda%‘rkan hasil wawancaral tersebut,
selama penel'n:ian penulis melihat bahwa uraian
pekerjaan padé; PTT di Dinas PU | Provins
Kalimantan Barat -sudah jelas dan terperinci
karena PTT pada setlap bidang==dan,unit
memahami dengan baik tugas-tugas yang
diberikan. Hal ini tidak berbeda dengan apa
yang disebutkan oleh Kepala Sub Bagian
Umum & Aparatur:

“Pegawai tidak tetap (PTT) pada Dinas
PU Provins Kalimantan Barat sudah pasti
memahami  tupokss yang ada karena
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Dinas PU ProV'”Sl—Barat Kabid Perumahan dan Tata Ruang

mengemukakan bahwa

garn) ,' “Setiap bidang saling berkaitan terutal’na
sudah jelas dan mampu dipahami oleh ;ﬁié\q N

al‘|

lalem pelaksanaan  tugas dan pencapalan
tyjuan dan sasaran, Kalau misalnya seperti
insentif itu diberikan kepada PTT setiap ada
'périgawasan dan kunjungan kerja ke daerah
dengan catatan bahwa rajin apel dan catatan-
catatan~lainnya artinya komunikasi) antara
bidang dan' _unit menjadi lebik’ baik”.
(Wawancara 17 Januari 2014)

- Pegawaj PTT pada Dinas Per‘tambangan

dan Energi Provins Kalimantan _Barat di dalam
tugas dan'pekerjaannya telah‘.-férprogram dan

dalam pelaksanaannya_juga sesuai prosedur

yangmstelaT ditetapkan atau sesuai  dengan

peraturan yang berlaku. Hasil pekerjaan juga
telah didokumenkan sehingga dapat menjadi
acuan untuk tugas dan pekerjaan yang akan
yang
insidentil/mendadak dan terfokus pada suatu

datang. Pekerjaan sifatnya

bidang menjadi pekerjaan satu organisasi
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bukan lagi perseorangan. Hasil wawancara

dengan pegawai PTT pada tanggal 16Januari
2014 :

Pada saat tertentu, misalnya ada
monitoring dan evaluasi tanpa diminta kami
membantu pelaksanaan tugas lain seperti
urusan administrasi dan kepegawaian yang
menjadi tugas PNS, walaupun kami statusnya
PTT tetapi mempunyai tanggungjawab yang
sama dengan PNS pada umumnya.....”

Dilihat dari wawancara tersebut diatas

bahwa organisas Dinas Pekerjaan Umum
Barat dalam

[

melaksanakan tugas dan QQﬁa{gan untuk

Provinsi Kalimantan
mencapai  visi dan “_r:rli.dﬁga tidak bersifat
perseorangan atau jrengandalkan_kemampuan
masi ng-masi gg"l'r-idividu tetapi merupakan satu
kesatuan ari
Umup®
Keﬁl;ampuan dari

organisasi  Dinas -Pekerjaan

Provinsi © Kalimantan ' Barat.
masing—masing pé‘gawai
pada suatu bidang yang mungkin kurang akan
tartutupl oleh"PTT karena baik dan buruknya
klnerja Dinas Pekerjaan Umum Proving
|nd|V|d15

m%lng—masng bidang tapi karena kerj

Kalimantan. Barat bukan karena

darl_1I unsur— unsur di masing-masing blg g
tersebut Disamping hal tersebut Juga'%k i'

n‘

.H

lebih rq'enumbuhkan rasa kebersamaan di Dinas |
Pekerja‘éug Umum Provinsi Kalimantan Barat.

“_...Kami menumbuhkan rasa kebersamaan
dengan melaksanakan tugas secaral bersama-
sama, yang kemampuannya masih kurang
dapat ditutupi oleh pegawai PTT yang-lain
sehingga tugas dan =~ pekerjaan | yang
dibebankan di masing-masing personil akan
terselesaikan.....” (Wawancara dengan salah
seorang PTT16 Januari 2014)

e

Selanjutnya hubungan tugas dan tanggung
jawabpegawai PTT dilihat dari prioritas tugas
dan pekerjaan dilihat dari hasil wawancara
sebagai berikut:

Beban tugas yang ada pada kami
sesual dengan tugas pokok dan fungsi yang

Sachril Havani
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ggmbidang  yang

telah ditetapkan dapat kita kerjakan dengan
tepat waktu, tetapi apabila ada pekerjaan
yang bersifat insidentil seperti monitoring
dan evaluasi yang bukan merupakan tugas
pokok kami tetapi kami diwajibkan untuk
membantu pelaksanaannya akan
menyebabkan pekerjaan kita sendiri belum
dilaksanakan dan kita membutuhkan waktu
yang lebih untuk menyelesaikan tugas dan
pekerjaan kita.....” ( Hasil wawancara dengan
salah seorang PTT, 16 Januari 2014)

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut

dapat dilihat bahwa pekerjaan yang prioritas

"dapat dilaksanakan oleh organisas Dinas

Pekerjaan .Qmum Provins Kaimantan Barat
walaupun merubak@rj tugas dari salah satu
bidanlg tetapi bidang “yang lain juga ikut
membantu .dan itu menyeBabkan pekerjaan
pokok dari bidang yang lain penyelmannya
sedikit terhambat dan membutuhkan Waktu dan
tenaga dar| bidang yang lain tersebut. Kond.s
sepertl tersebut diatas dapat menyebabkan
s_alah satu bidang menjadi tergantung kepadf;\
lain

sehi ngga_ _cenderung

mengandalkan bantuan dari pegawal yang lain

'fem ngga dampaknya salah satu bidang terseBut

gk akan maju walaupun secara umum yang
d|||hat adalah kinerja dari organisasi Dinas

Pertambangan dan Energi Provins Kalimantan

+ Barat.

Seperti yang dijelaskan sebel umn§)a, tugas
dan’ pekerjaan telahdiuraikan pada setiap
jabatan ~dan ptugas itulah _Ji;ang harus
dilaksanakan ‘oleh pegawai yarfg bersangkutan
dalam hal ini PTT. Eferkma'l’:\n dengan seperti
-apatindakan ﬁegawéj ketika terdapat pekerjaan
pada bagian lain yang harus pula dilakukan.
Hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian
Umum & Aparatur, mengatakan bahwa:

“Pegawai tidak tetap (PTT) di Dinas PU
Provinss Kalimantan Barat ini saling
membantu antar bidang yang membutuhkan,
tetapi ada yang dinamakan skala prioritas,

7
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pekerjaan yang mendesak lebih
didahulukan.”(Wawancara 17 Januari 2014)
Kemudian diperkuat lagi oleh Kepala UPJJ

| yang mengatakan bahwa:

“Sesuai pengamatan saya selama ini,
setiap PTT pada masing-masing bidang
saling membantu, tetapi mereka terlebih
dahulu mengutamakan terselesaikannya tugas
dan tanggung jawab pada bagiannya dulu
baru menyelesaikan pekerjaan pada bidang
lain”.(Wawancara 17 April 2014)

Dengan melihat hasil wawancara secara

keseluruhan dan berdasarkan hasil pengamatan AT dari

penulis menyimpulkan bahwa urai aptpeﬁerjkaan
pada Dinas PU Provinsi Kalimaﬁt';n Barat saat
ini telah diuraikan secar-djelas dan setiap PTT
bekerja sesuai dengan tupoksi yang.diterima.
Para PIT’ Juga tetap saling membantu satu
sama lain dalam-; menyelesaikan * pekerjaan
tetapi"'*setiap pegawai lebih konsisten pada
tingas dan tangguhg jawab yang diterilma1dalam

Wkerjaan. -—

merupakan rincian dari

2, Analisis Beban Kerja I
i
1 Betan kerja merupakan faktor pentiI J

dal'am menghitung  kebutuhan pegawai <F T} ?{)ntukan d
Bebén kerja ditetapkan berdasarkan tugas'- an Jko IS iai-no dibutuhkaen. o

fungst unit
diuraiken  menjadi
diselesal kan pada jangka waktu tertentu.

rincian

Berkéqgan dengan kes&uaiar;’ Kondisi
beban kerjtié.q_ dengan kemampuan pegawai,
KepalaUPJJ | i 'mengatakan bahwa:

“Indikator ydrlg mendasari seseorang PTT
ditempatkan pada “swatu._bidang pekerjaan
sebenarnya telah diatur di dalamanalisis
jabatan, dimana dalam analisis jabatan ada
uraian jabatan dan syarat-syarat jabatan.
Uraian jabatan ini merupakan rincian dari
beban kerja yang kemudian dijadikan sebagai
landasan untuk menentukan jabatan, jenis
orang dan kompetensi seperti apa yang
dibutuhkan. Jadi disini bukan beban kerja
yang kemudian menyesuaikan diri dengan
kemampuan/kompetensi pegawai PTT, tapi

Sachril Havani
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organisas  yang selanjutnyan
tugas yangihmai dengan kompetensi yang dimilikinya

Dinas PG Provins

sebaliknya.Sgjauh ini, kondisi beban kerja
yang ada, sudah sesuai dengan kompetens
pegawai.” (Wawancara 16 Januari 2014)

Mendukung pernyataan tersebut, Kepala
Sub BagianUmum  &Aparatur mengatakan
bahwa:

“Penempatan seorang pegawai PTT pada
suatu bhidang pekerjaan yang tentunya
memiliki beban kerja harus memperhatikan
kompetens yang dimiliki oleh seorang
pegawai.Kompetensi tersebut dapat dilihat
latar  belakang  pendidikannya,
p‘engalaman, keahlian, bakat, dan keahlian
manageriglnya, dimana hal inilah yang
kemudian r'ﬁempengaruhi‘ kinerjanya dalam
menyelesaikan 'pekerjaan Jadi  sebisa
mungkin pegawai PTTs d|tempatkan sesuai
dengan; kompetensi yang dimilikinya.
Walaupun hal tersebut belum*pisa terpenuhi
sepenuhnya, beban kerja yang‘~qda sudah
dianggap sesuai dengan kompetensi yang
dimiliki oleh pegawai.” (Wawancafrat 17
Januari 2014) !

i _'Ber(_ié-mrkan hasi| WaNanéara tersebut,

benulis,‘menyi mpulkan bahwa ‘uraian jabatah

beban=kerja yang

_Il<emudian dijadikan sebagai landasan unt}i:k

jabatan, jenis ©rang dan

saalﬂa mungkin pegawai PTT dltemp,atkan

Walaupun hal' tersebut belum bisa terpenuhl
sepenuhnya, beban kerja yang ada sudah
d|anggap sesuai=—dengan kompefensu yang
dimiliki oleh-pegawai. .~‘r

Berkenaan dengan Kes&sualan Beban
Kerja dengan Jumlah- Pegbwal PTT, Sekretaris
Kalimantan Barat,
mengatakan bahwa:

“Sesuai pak, karena kan yang namanya
pekerjaan itu dibagi habis.Maahan tidak
bagus kalau pegawai PTT berlebih ada nanti
yang tidak kerjaKaau untuk Dinas PU
Alhamdulillah semua bisa tertangani, karena
kita punya uraian tugas masing -masing.Saya
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pikir jumlah pegawai yang ada sudah cukup Memperkuat pernyataan tersebut,
dan untuk sementara_ni t'qa,‘!( perlu ada Sekretaris Dinas PU Proving Kalimantan
penambahan pegawai PTT lagi.”(Wawancara

18 Januari 2014) Barat, mengatakan bahwa: ““Waktu kerja dari

pukul 07.30-15.30 dirasa sudah cukup efektif
dan efisien untuk menyelesaikan pekerjaan.”
(Wawancara 16 Januari 2014)

Berkenaan dengan K etepatan Waktu dalam

Senada dengan hal  tersebut,Kabid
Perumahan dan Tata Ruang juga mengatakan
bahwa:“Kalau ada yang pensiun otomatiskan

harus ada yang ganti.Kalau untuk sementara

sh, jujur kalau mau dilihat jumiah pegawa M envelesaikan Pekerjaan, Kepaa Sub Bagian

PTT yang ada sudeh cukup memadai.” Umum & Aparatur mengatakan bahwa:
g Dalam menyelesaikan pekerjaan,

(Wawancara 17 Januaroi 2014) - Pegawai PTT mengerjakan pekerjaan yang
Kepala Sub Bagian Umum &Apal"dtur juga merup'ékamhprioritas terlebih dahulu, sehingga
pekerjaan  “dapat  terselesaikan  tepat
waktu.”(Wawancare,17 Januari 2014)
pegawai PTT pada}.rﬁf' inas PU Prev Kalbar Berdasarkan wawéhcara dengan Kepaa

mengatakan bahwa:* Bebanrfkerja dan jumlah

sudah cukup selmbang, secara kesedluruhan  Sub Bagian "Umum &Aparatur Dinas PU
sudah cukup*' (Wawancara 17 Januari 2014) Provinsi Kalimantan Barat‘ , penulis
Berdasarkan hasil wawancara ‘tersebut, menyi mpulkan bahwa pegawai PTT' pada
pen:]hs menylmpulkan bahwa Beban Kerja 'Dinass PU  Provins  Kalimantan Bag;;\t
dan Jumlah Pegawai PTT pada Dmas PU mengerjakan pekerjaan sesuai..dengan tingké't
F!rovms Kalimantan Barat sudah cukup pndritasf;ya, sehingga pekerjaan dapar

sé| mbang;‘dan untuk sementara tidak perlu ada—terselm kan tepat waktu.
einambahan pegawai PTT. i | | Hal ini didukung oleh pernyataan Kabgd
{| Berkenaan dengan  keefektifan d [’erumahan dan Tata Ruang yang, mengatak%\n

ke&isienan Standar Waktu Kerja, ﬁ
| |
an

Peruipahan dan Tata Ruang juga meng

i' 3 “Dalam menyelesaikan pekerjaan dlllhat
b ahw& l-. 'Uah tingkat skala prioritasnya, sehingga bisa
p‘ diatur waktu pengerjaannya.Pekerjaani kalau
fqdl pekerjaan itu melihat suvusmnalnyai bisa diselesaikan hari ini kenapa harus
melihat, tingkat skala prioritas jadi kalad ditunda besok.” (Wawancara 17, Januari
pertamakmengenai jam kerja, karena ity jam 2014) '
kerja addlah jam kerja yang disadari “dan- — - " J
ditetapkan ‘secara nasional, kalau kita melihat PENUTUPI f
yah dlanggap cukup efektlf dan efisien untuk o 7 .
menyelesaikany pekerjaan.” (Wawancara 17 | 1. Simpulan
Januari 2014) % I e
Berdasarkan hasit =wawancara dengan Darihasil  penelitian berdasarkan
Kabid Perumahan dan Tata Ruang "Dinas PU—Wawancara serta observas dan pembahasan

Provins K alimantan Barat, penulis  Ya9 telah diikemukakan pada bab sebelumnya
menyimpulkan bahwa Standar waktu kerja tentang analisis kebutuhan pegawai tidak tetap
yang telah ditetapkan secara nasional sudah (PTT) pada Dinas PU Provins Kalimantan

cukup efektif dan efisien untuk menyelesaikan ~ Barat berdasarkan analisis jabatan dan analisis
pekerjaan. beban kerja, maka penulis dapat menarik
kessmpulan bahwa kebutuhan pegawai tidak

Sachril Havani 9
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tetap (PTT)
Kaimantan Barat saat ini sudah terpenuhi, hal

pada Dinas PU Proving

ini dapat dilihat dari berbagai wawancara yang
dilakukan penulis dengan informan. Dari hasil
penelitian tersebut dikemukakan bahwa

1. Andisis Jabatan, jika dilihat dari latar

belakang pendidikan, formasi pegawai PTT

pada Dinas PU Provins Kalimantan Barat

belum seratus persen sesuai dengan latar,.
T

belakang pendidikan, masih_ada®pegawa

—
yang bekerja yang tidak sesuai dengan latar
i .
pendidikan ygnd}:,:iimiliki. Akan tetapi hal
o
tersebutfidaklah,_mutlak harus terpenuhi
formal . blkanlah

karéna  pendigikan

#'indikator satt-satunya dalam penempatan

i‘ seorang'PTT. Selain itu, tingkat kesesuaian

|
|, kompetensi terhadap pekerjaan sudah sesud

II!dengan Syarat-syarat yang ada pada anali I|S|S

-kebutuhan PTT. Jadi secara k&eelur
[}

formas/penempatan pegawai PTT Ib!ac\ia

Pekerjaan  Umum

Dm@s
K
Kalir?i{;\ntan Barat sudah dianggap sesuai.

2. Analisi;’iBeban Kerja, bebankerja yang ada

-

sudah seglm dengan . kompetensi= yang

dimiliki oleh pegawai PTT. Beban Kerja

dan Jumlah Pegawai PTT pa;ja_\‘Dinas PU

Provins Kalimantan Barat sudah cukup
seimbang, dan untuk sementara tidak perlu

ada penambahan pegawai PTT.

Sachril Havani

#
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=

Provinsi Il 5 AFTAR PUSTAK A

2. Rekomendasi

Berdasarkan  hasil  penelitian  dan

pembahasan yang telah dilakukan, peneliti

memiliki saran terkait dengan andlisis
kebutuhan pegawai tidak tetap (PTT) pada

Dinas PU Provins Kalimantan Barat, yaitu :

1. Untuk Kkedepannya, agar penempatan
pegawai PTT betul-betul sesuai dengan
latar pendidikan dan kompetensi yang

=y dibutuhkan oleh suatu bidang pekerjaan,

""r’ﬁwa,qnak Dinas PU Provinsi Kalimantan
Barat perlﬁ-mglakukan koordinasi dengan
Instans terkait. M"*-—,,. E

2. Dalar-n rangka membaﬁ‘gug_ birokras yang
tanggap terhadap masyaré‘lzak_di perlukan
pegawai negeri sipil termasuk pegawaj PTT
yaqé profesional dalam arti meriiki

kompetensi di masing-masing bidang. Oleh

. karena itu dalam menempatkan seoran

jabatan  harud

yang

- dimilikinya sesuai dengan syarat waiat

'| 'rﬁng ada guna meningkatkan kinerja cfan

i

pegélwaj pada suatu

|, memperhatikan kompetensi....

atu instansi pemerintah

- -|- N

f ]
"

¥
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